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WALIKOTA TEGAL

PERATURAN WALIKOTA TEGAL

NOMOR 29 TAHUN 2013

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALIKOTA TEGAL NOMOR 20
TAHUN 2006 TENTANG KEBIJAKAN AKUNTANSI PEMERINTAH KOTA TEGAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA TEGAL,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71
Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah,
Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan Komite
Standar Akuntansi Pemerintahan dalam Buletin Teknis
Nomor 06 tentang Akuntansi Piutang dan Buletin Teknis
Nomor 07 tentang Dana Bergulir, perlu penyempurnaan
ketentuan penyajian piutang dan investasi jangka panjang
non permanen;

b. bahwa Peraturan Walikota Tegal Nomor 20 Tahun 2006
tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintahan Kota Tegal
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota
Tegal Nomor 18 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas
Peraturan Walikota Tegal Nomor 20 Tahun 2006 tentang
Kebijakan Akuntansi Pemerintahan Kota Tegal (Berta
Daerah Kota Tegal Tahun 2010 Nomor 18) sudah tidak
sesuai lagi, maka perlu diadakan penyesuaian;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Walikota Tegal tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan
Walikota Tegal Nomor 20 Tahun 2006 tentang Kebijakan
Akuntansi Pemerintah Kota Tegal,

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang
Pembentukan  Daerah-Daerah  Kota Besar dalam
Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa
Barat dan dalam Daerah Istimewa Yogyakarta;

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang
Pembentukan  Daerah-Daerah  Kota  Kecil dalam
Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa
Barat;

3. Undang-Undang . . .



10.
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Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang
Perubahan Undang-Undang Nomor 16 dan Nomor 17
Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan
Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 551);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4400);

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah
beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5234);

Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1986 tentang
Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II
Tegal dengan Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor
8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3321);

11. Peraturan . . .



11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang
Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang
Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006
Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4614);

Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2007 tentang
Perubahan Batas Wilayah Kota Tegal dan Kabupaten
Brebes Provinsi Jawa Tengah di Muara Sungai Kaligangsa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor
48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4713);

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang
Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal
Nomor 6 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas dan Luas
Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal dan
Memberlakukan Semua Peraturan Daerah Kotamadya
Daerah Tingkat II Tegal serta Keputusan Walikotamadya
Kepala Daerah Tingkat II Tegal di Wilayah Kotamadya
Daerah Tingkat II Tegal (Lembaran Daerah Kotamadya
Daerah Tingkat II Tegal Tahun 1989 Nomor 4);

Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 16 Tahun 2008
tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah
(Lembaran Daerah Kota Tegal Tahun 2008 Nomor 16);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan
Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13
Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan
Daerah;

19. Peraturan . . .



Menetapkan

19.

20.

21.

Peraturan Walikota Tegal Nomor 20 Tahun 2006 tentang
Kebijakan Akuntansi Pemerintahan Kota Tegal (Berita
Daerah Kota Tegal Tahun 2006 Nomor 20) sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Walikota Tegal Nomor 18
Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota
Tegal Nomor 20 Tahun 2006 tentang Kebijakan
Akuntansi Pemerintahan Kota Tegal (Berita Daerah Kota
Tegal Tahun 2010 Nomor 18);

Peraturan Walikota Tegal Nomor 35 Tahun 2008 tentang
Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Kota
Tegal (Berita Daerah Kota Tegal Tahun 2008 Nomor 35);

Peraturan Walikota Tegal Nomor 1 Tahun 2009 tentang
Pembentukan Produk Hukum Daerah Kota Tegal (Berita
Daerah Kota Tegal Tahun 2009 Nomor 1);

MEMUTUSKAN :

: PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN KEDUA
ATAS PERATURAN WALIKOTA TEGAL NOMOR 20 TAHUN
2006 TENTANG KEBIJAKAN AKUNTANSI PEMERINTAH KOTA
TEGAL.

Pasal 1

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Tegal Nomor 20 Tahun 2006
tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintahan Kota Tegal (Berita Daerah Kota
Tegal Tahun 2006 Nomor 20) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Walikota Tegal Nomor 18 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan
Nomor 20 Tahun 2006 tentang Kebijakan Akuntansi
Pemerintahan Kota Tegal (Berita Daerah Kota Tegal Tahun 2010 Nomor 18)
diubah sebagai berikut :

Walikota Tegal

1.

Ketentuan Lampiran, di antara angka 538 dan angka 539 disisipkan 5
(lima) angka yakni angka 538a, angka 538b, angka 538c, angka 538d dan
angka 538e yang berbunyi sebagai berikut :

Pengakuan Piutang

538a. Secara garis besar, pengakuan piutang terjadi pada akhir periode

538b.

538c.

ketika akan disusun Neraca dan diakui sebesar Surat Ketetapan
tentang Piutang yang belum dilunasi atau pada saat terjadinya
pengakuan hak untuk menagih piutang yaitu pada saat terbitnya
Surat Ketetapan tentang Piutang.

Untuk periode berikutnya, perlakuan untuk piutang pajak/retribusi
melalui mekanisme pengakuan pendapatan.

Perlakuan wuntuk piutang dari pemberian pinjaman kepada
Pemerintah daerah/institusi lain diakui pada saat terjadinya, untuk
periode berikutnya melalui mekanisme pembiayaan

Pengakuan Piutang Lain-lain

538d. Pada dasarnya tidak terdapat perbedaan definisi antara piutang

dengan piutang lain-lain, hanya klasifikasinya saja yang berbeda.

538e. Piutang. ..
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538e. Piutang lain-lain terdiri dari :

piutang Bagian Lancar Penjualan Angsuran;

piutang Ganti Rugi atas Kekayaan Daerah;

piutang Hasil Penjualan Barang Milik Daerah;

piutang Dividen;

piutang Bagi Hasil Laba Usaha Perusahaan Daerah; dan
piutang Fasilitas Sosial dan Fasilitas Umum.

m0o Q0o

Ketentuan Lampiran, di antara angka 589 dan angka 590 disisipkan 7
(tujuh) angka yakni angka 589a, angka 589b, angka 589c, angka 589d
angka 589e, angka 589f dan angka 589g yang berbunyi sebagai berikut :

Pengukuran Piutang
589a. Piutang dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai rupiah
piutang yang belum dilunasi.

Penyisihan Piutang

589b. Penyisihan Piutang Tidak Tertagih adalah cadangan yang harus
dibentuk sebesar persentase tertentu dari akun piutang
berdasarkan umur piutang.

589c. Penyisihan Piutang diperhitungkan dan dibukukan dalam periode
yang sama dengan periode timbulnya piutang, sehingga dapat
menggambarkan nilai yang betul-betul diharapkan dapat ditagih.

589d. Penyisihan piutang yang kemungkinan tidak tertagih diprediksi
berdasarkan pengalaman masa lalu dengan melakukan analisa
terhadap saldo-saldo piutang yang masih outstanding.

589e. Penyisihan piutang tidak tertagih dilakukan berdasarkan umur
piutang dan jenis piutang.

589f. Besarnya persentase penyisihan piutang tidak tertagih adalah
sebagai berikut:

Prosentase Penyisihan
Berdasarkan Umur

No Uraian 1sd2[2sd3[3sd4] >4
tahun | tahun | tahun | tahun
1 | Piutang Pajak 25% 50% 75% 100%
2 | Piutang Retribusi 25% 50% 100%
3 | Piutang Dana Bagi Hasil 10% 25% 35% 50%
4 | Piutang Dana Alokasi

10% 25% 35% 50%
Umum

S5 | Piutang Dana Alokasi 10% 25% 35% 50%
Khusus

6 | Piutang Lain-lain 25% 50% 75% 100%

589g. Penyisihan piutang di Neraca disajikan sebagai unsur pengurang
dari piutang yang bersangkutan.

Ketentuan Lampiran angka 596 diubah, sehingga angka 596 berbunyi
sebagai berikut:

596. Pengukuran Investasi Non Permanen dilakukan dengan:
a. Investasi non permanen misalnya dalam bentuk pembelian obligasi
jangka panjang dan investasi yang dimaksudkan tidak untuk
dimiliki berkelanjutan, dinilai sebesar nilai perolehannya.

b. Investasi . . .



b. Investasi non permanen lainnya dalam bentuk dana bergulir
merupakan dana yang dipinjamkan untuk dikelola dan digulirkan
kepada masyarakat oleh Pengguna Anggaran atau Kuasa
Pengguna Anggaran yang bertujuan meningkatkan ekonomi rakyat
dan tujuan lainnya. Investasi non permanen dalam bentuk dana
bergulir dinilai sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan (Net
Realizable Value).

c. Penyisihan investasi non permanen dana bergulir yang
kemungkinan tidak tertagih diprediksi berdasarkan pengalaman
masa lalu dengan melakukan analisa terhadap saldo-saldo
investasi non permanen dana bergulir yang masih beredar
(outstanding).

d. Penyisihan investasi non permanen dana bergulir diperhitungkan
dan dibukukan dalam periode yang sama dengan periode
timbulnya investasi non permanen dana bergulir.

e. Penyisihan investasi non permanen dana bergulir yang tidak
tertagih dilakukan berdasarkan umur investasi non permanen
dana bergulir.

f. Besarnya persentase penyisihan investasi non permanen dana
bergulir yang tidak tertagih adalah sebagai berikut:

Prosentase Penyisihan
Berdasarkan Umur

No Uraian 1sd2]2sd3|3sd4| >4

tahun | tahun | tahun | tahun

1 Investasi Non Permanen

(0) (o) 0 o
Dana Bergulir 25% S0% 75% 100%

g. Penyisihan investasi non permanen dana bergulir di Neraca
disajikan sebagai unsur pengurang dari investasi non permanen
dana bergulir yang bersangkutan.

Pasal II
Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tegal.

Ditetapkan di Tegal
Pada tanggal 8 Nopember 2013

Diundangkan di Tegal WALIKOTA TEGAL,
pada tanggal 8 Nopember 2013
Plt. SEKRETARIS DAERAH KOTA TEGAL

Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan IKMAL JAYA
Keuangan dan Aset Daerah

ttd

ttd

Drs. YUSWO WALUYO
BERITA DAERAH KOTA TEGAL TAHUN 2013 NOMOR 29

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN ORGANISASI

ttd
BUDI HARTONO, S.H.

Pembina
NIP. 19680216 198903 1 004




